PERTEMUAN V

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
5.1  Periodisasi Demokrasi

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinannya presiden harus bertanggungjawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih oleh rakyat. Sehingga secara hirarkhi seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan Negara melalui mekanismeperwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu di Indonesia. Sampai kemudian presiden Suekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami demokrasi pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melenggangkan kekuasaan Sueharto, Indonesia kembali masuk ke  dalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintah junta militer Sueharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun1999 yang menempatkan partai PDI-P sebagai pemnang pemilu.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah Jika reformasi 1998 juga belum dapat menentukan bagaimana model demokrasi yang cocok bagi Indonesia. Kita harus dapat memisahkan antara demokrasi sebagai system politik dengan demokrasi sebuah nilai. Demokrasi adalah sebuah nilai yang memberikan kebebasan dan partisipasi masyarakat. Dengan demokrasi para warga negaradapat di libatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Idealismenya, setiap individu berhak menentukan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupaannya, baik dalamkehidupan personal maupun social.
Pelaksanaan dan perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri terbagi ke dalaam empat periode perubahan demokrasi diantaranya yaitu:
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5.2   Demokrasi Parlementer

Dalam demokrasi Parlementer ini berlangsung pada sekitar periode tahun 1945-1959. Dimana masa demokrasi parlementer ini lebih menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai sebagai kekuatan didalam pemerintahan. Pada masa demokrasi terpimpin ini memiliki beberapa kelemahan, di mana demokrasi ini memberikan peluang untuk dominasi partai politik dan DPR. Tentu saja akibat dari parlementer ini mengganggu stabilitas persatuan dan kesatuan yang telah dibangun menjadi sebuah konstruksi yang kuat, namun dengan adanya demokrasi parlementer sedikit demi sedikit pondasi konstruktif lambat laun menjadi hancur dan hamper hilang.

5.3   Demokrasi terpimpin

Setelah demokrasi parlementer, perkembangan demokrasi di Indonesia mulai bergulir kepada system demokrasi terpimpin yang berlangsung selama periode 1959-1965. Dalam aspek demokrasi terpimpin ini sedikit banyak telah mempengaruhi stabilitas Negara dan banyak dilakukan penyimpangan oleh para oknum pemimpin Negara. Dimana penyimpangan yang berlangsung yaitu penyimpangan terhadap demokrasi konstitusional dan lebih banyak menampilkan aspek demokrasi rakyat. Pada masa demokrasi terpimpin ini, power presiden lebih terlihat dan sangat mendominasi. Ini tentu saja dominasi presiden lebih mempengaruhi partai politik yang menjadi tertutup peranannya. Lalu yang lebih mengancamyaitu makin menjamurnya paham komunis yang tentu saja memiliki paham yang bersebrangan dengan landasan pancasila. Maka dari itu keberadaan sistem demokrasi terpimpin ini menuai banyak kontroversi.
5.3   Demokrasi Pancasila (Orde Baru)
Kontroversi yang berkecambuk dimasa demokrasi terpimpin telah mengubah arah pandang Indonesia dengan menerapkan system demokrasi pancasila orde baru dimana lebih menonolkan sistemdemokrasi konstitusional, namun dalam perjalanannya system ini lebih menonjolkan sebuah system presidensial. Dimana landasan formal periodeini adalah pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalamrangka untuk meneluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945. Masa periode ini berlangsung antara tahun 1966-1998. Dalam perkembangannya sendiri mulai terjadi banyak penyimpangan didalam system ketatanegaraan dimana sosok prediden menjadi sangat dominan sekali dalam sebuah system Negara, tentu saja ini berdampak besarterhadap perjalanan demokrasi itu sendiri yaitu system demokrasi menjadi lebih statis dibandingkan dengan sebelumnya.

5.4   Demokrasi Pancasila Orde Reformasi

Periode 1998 dan 1999 merupakan awal sejarah baru didalam perkembangan demokrasi di Negara Republik Indonesia. Setelah runtuhnya rezim demokrasi orde baru, maka Indonesia mulai berbenah diri untuk menyambutsebuahsistem demokrasi pancasila yang berlandaskan perubahan sebagaimana mestinya. Demokrasi pancasila itu adalah sebuah system yang dinamakan demokrasi pancasila orde reformasi.
Dalam demokrasi pancasila orde reformasi ini yang berakarpada kekuatan multi partai, mencoba untu meengembalikan cinta sebuah demokrasi dalam artian yang sebenarnya dimana pertimbangan kekuatan antar lembaga Negara, yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif menjadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Pada masa orde reformasi ini juga iklim demokrasi Indonesia seolah-olah memiliki lembaran baru dalam mengarungi sebuah system kenegaraan. Tentu saja sebuah perjalanan demokrasi pancasila yang bernafaskan semangatreformasiini hingga detik inipun tetap berbenah diri dan berusaha untuk menjadi lebih “berdemokrasi” dalam artian yang seharusnya.

5.5   Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi Ciri khas Indonesia  

Bagi Indonesia keberadaan demokrasi pancasila adalah merupakan suatu system pemerintahan yang khas bagi bangsa Indonesia dimana sesuai dengan ketentuan UUD1945. Pengertian demokrasi bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat dinyatakan jelas didalam UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh maupun penjelasannya.

Demokrasi pancasila dalam arti substansi merupakan suatu pengertian umum dari demokrasi pancasila, yakni demokrasi yang harus menyatu atau dijiwai oleh sila-sila lainnya; demokrasi yang berketuhanan YME, demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradap, demokrasi yang harus memperkukuh persatuan Indonesia, dan demokrasi untuk mewujudkan keadilan social bagi selutuh rakyat Indonesia. Karena itulah demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi social.

Pengertian demokrasi pancasila dalam artian formal sebagai bentuk atau cara pengambilan keputusan, yang lazimnyadisebut demokrasi politik tercermin pada sila ke-4 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Betapa pentingnya demokrasi pancasila bagi bangsa Indonesia terlihat pula bahwa salah satu asas pembangunan nasional didalam GBHN adalah asas  demokrasi pancasila. Ini berarti upaya dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 
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